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BAB |11

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab Il diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank belum dapat menerima Hak cipta sebagai objek jaminan
fidusia. Hal tersebut disebabkan SPI 321 hanya memberikan estimasi
nilai atas hak cipta, namun penetapan nilai yang sesungguhnya
dilakukan pada saat eksekusi, bergantung pada nilai pasar yang bersifat
subjektif dan dapat mengalami fluktuasi. SPI 321 juga tidak mengatur
mengenai prosedur eksekusi hak cipta apabila debitor wanprestasi,
sehingga diperlukan acuan regulasi yang khusus mengatur mengenai
teknis prosedur eksekusi jaminan fidusia dengan objek jaminan benda
tidak berwujud.

2. Bank dalam menerima objek jaminan fidusia berupa hak cipta
mempertimbangkan beberapa faktor seperti Karakteristik hak cipta dan
regulasi di Indonesia tentang fidusia hak cipta. Faktor Karakteristik hak
cipta yang tidak berwujud dan subjektif, mengakibatkan hak cipta tidak
memiliki nilai yang stabil dan dapat mengalami perubahan nilai
sewaktu-waktu. Hal tersebut menjadi risiko bagi bank apabila
penurunan nilai dari hak cipta terjadi sewaktu proses eksekusi

dilakukan. Regulasi di Indonesia yang belum mengatur mekanisme
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mengenai prosedur eksekusi hak cipta jika terjadi wanprestasi. Belum
adanya prosedur yang mengatur khusus mengenai eksekusi jaminan
fidusia dengan objek jaminan tidak berwujud berpengaruh akan
ketidakpastian hukum, sehingga bank belum bisa menerima jaminan
berupa hak cipta. Belum terdapat juga dukungan regulasi dari OJK yang
secara khusus mendukung fidusia hak cipta menyebabkan bank masih

belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka saran dalam penelitian ini sebagai
berikut:

1. Penyusunan Regulasi Teknis yang Lebih Jelas

Meskipun SPI1 321 dapat menjadi jawaban terhadap penentuan nilai
dari sebuah Hak cipta, namun regulasi yang lebih rinci terkait mekanisme
penerimaan hak cipta sebagai jaminan fidusia masih dibutuhkan.
Diperlukan peraturan yang khusus mengatur mengenai teknis prosedur
eksekusi jaminan fidusia dengan objek jaminan benda tidak berwujud.
prosedur eksekusi jika terjadi wanprestasi. Dengan adanya peraturan yang
lebih jelas, bank akan memiliki pedoman hukum yang lebih kuat dalam

menerima hak cipta sebagai jaminan.

2. Peran OJK dalam implementasi fidusia hak cipta

OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan di Indonesia perlu
merumuskan regulasi yang mendukung dan mampu meningkatkan
kepercayaan bank terhadap penerimaan fidusia hak cipta. Regulasi tersebut

harus mencakup pedoman penilaian hak cipta, lembaga penilai, jenis hak
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cipta yang dapat dijadikan jaminan fidusia, serta mitigasi risiko bagi
perbankan jika terjadi wanprestasi. Dengan adanya aturan teknis yang jelas
dan terintegrasi, termasuk koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, OJK dapat mendorong pemanfaatan hak cipta sebagai objek

jaminan fidusia yang lebih optimal dalam transaksi kredit perbankan
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